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Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-

paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka

Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements)
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan,
pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi
laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur

dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan
dengan basis akrual.
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud



dengan pengguna  adalah masyarakat, legislatif, lembaga
pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi
laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti
laporan tahunan.

6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, sedangkan
entitas akuntansi yaitu BLUD, SKPD, dan SKPKD dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Bulungan, tidak termasuk Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD).

Basis Akuntansi
7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

pemerintah Kabupaten Bulungan yaitu basis akrual.

DEFINISI
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPKD, dan Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat BLUD wajib menyelenggarakan Akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas
Pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.



Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan

di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah

saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah
saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg

terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang

asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah

selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-

LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban

selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja



10.

11.

12.

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh
DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai entitas dalam hal:

a) aset;

b) kewajiban;

c) ekuitas;

d) pendapatan-LRA;

e) belanja;

f) transfer;

g) pembiayaan;

h) saldo anggaran lebih;



13.

14.

i) pendapatan-LO

j) beban; dan

k) arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat
sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk
laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu
para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan
pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan
ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam
bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan
program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan

entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

15.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan

berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

16.

17.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan
keuangan pokok adalah:
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas;
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh
setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan
oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan

Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara



Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan

keuangan konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

18.

Pernyataan  kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya
pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar
muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi
ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

19.

20.

21.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari
informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan
tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan
tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi
pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan
menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan

merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di
samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan,;
d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka

pada laporan keuangan.



22.

23.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang
penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat
mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana
informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian
demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam
penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak

hilang.

Periode Pelaporan

24. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

25.

26.

setahun. Namun demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyajikan
dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, semesteran dan
tahunan. bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah untuk semesteran berupa Laporan
Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahunan meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang
lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas
mengungkapkan informasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu
seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat
diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat

diperbandingkan.



Tepat Waktu

27. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan
pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan
keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas
pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

28. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

29. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
SKPD/SKPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

30. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

31. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-
kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA;
b) belanja;
c) surplus/defisit;
d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran BLUD, SKPKD, dan Pemerintah
Daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai
berikut:
a) pendapatan-LRA;
b) belanja;
c) surplus/defisit-LRA;
d) penerimaan pembiayaan;
e) pengeluaran pembiayaan;
f) pembiayaan netto; dan

g) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
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32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan.

33. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

34. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan
pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi
Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

35. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

36. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

37. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

38. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi

39. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar
serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka

pendek dan jangka panjang dalam neraca.
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40.

41].

42.

43.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan
setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan.
Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan
kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset
lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi
mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi
berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian
aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca BLUD mencantumkan pos-pos berikut:
a) kas dan setara kas;
b) investasi jangka pendek;
c) piutang dari kegiatan blud;
d) persediaan;
e) investasi jangka panjang;
f) aset tetap;
g) aset lainnya;
h) kewajiban jangka pendek;
i) kewajiban jangka panjang; dan

Jj) ekuitas

Sedangkan Neraca SKPD/SKPKD/Pemda mencantumkan pos-pos
berikut:

a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek;

c) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;

e) investasi jangka panjang;
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f) aset tetap;
g) dana Cadangan;
h) aset lainnya;
i) kewajiban jangka pendek;
Jj) kewajiban jangka panjang;
k) ekuitas.
44. Pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur

dalam kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas

45. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

46. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh SKPKD sebagai unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum. . Termasuk di laporan arus
kas tersebut adalah laporan arus kas BLUD

47. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

48. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan
dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang

Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional
49. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional;
c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada; dan
e) Surplus/defisit-LO.
Laporan Operasional BLUD menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO;
b) Beban;
c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional
d) Kegiatan nonoperasional;
e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
f) Pos luar biasa; dan
g) Surplus/defisit-LO.
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Laporan Perubahan Ekuitas
50. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok
yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan kebijakan
dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
dan

d) Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

S1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan

dengan susunan sebagai berikut:

a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah
APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan;

c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;

d) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas;

e) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

f) daftar dan skedul.
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52.

53.

54.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistemadtis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas
dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi
silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai
wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat

berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

55.

56.

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut ini:

a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang
berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi
kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus
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57.

58.

59.

cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
menggunakan basis pengukuran tersebut.
Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan
keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai
berikut:

a) Pengakuan pendapatan-LRA;

b) Pengakuan pendapatan-LO

c) Pengakuan belanja;

d) Pengakuan beban;

e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

f) Investasi;

g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan

tidak berwujud;

h) Kontrak-kontrak konstruksi;

i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

Jj) Kemitraan dengan fihak ketiga;

k) Biaya penelitian dan pengembangan;

l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai

sendiri;

m) Dana cadangan;

n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan
sifat kegiatan-kegiatan dan  kebijakan-kebijakan yang perlu
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh,
pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan
bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue),
penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
kurs.
Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos
yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih

dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.
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Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

60. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari
laporan keuangan, yaitu:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi
dimana entitas tersebut beroperasi;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
pokoknya;

c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan

kegiatan operasionalnya.

17



KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks

paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran berbasis
kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo
Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan
anggaran secara tersanding di tingkat BLUD, SKPD, SKPKD, dan
Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati
antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi
tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

4.

Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan
dalam penyajian LRA yang disusun oleh BLID, SKPD, SKPKD, dan
Pemda.

Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih
hanya disajikan oleh entitas BLUD dan pemerintahan (Pemerintah
Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari
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entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan
entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi

Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan

tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

8.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada
suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah daerah.
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Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung

seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan

dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
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Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

9.

10.

11.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas,
dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,
informasi berikut:

a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) periode yang dicakup;

c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

d) satuan angka yang digunakan.

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai
perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan

dibandingkan tahun sebelumnya.

PERIODE PELAPORAN

12.

13.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih

disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun

demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyajikan dan

menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan.

Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan

Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu

periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas

mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat

diperbandingkan.
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TEPAT WAKTU

14.

15.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk
menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran setiap bulan. Entitas akuntansi menyajikan

Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

16.

17.

18.

19.

20.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan  berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi
pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan
anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-
pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA;

(b) Belanja;

(c) Surplus atau defisit;

(d) Penerimaan pembiayaan;

(e) Pengeluaran pembiayaan;

() Pembiayaan neto; dan

(g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu;

(b) Penggunaan Saldo Anggaran;

(c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA);

(d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;

(e) Lain-lain, bila ada; dan

() Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.
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INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

21.

22.

23.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-
LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis
pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi
Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut

organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

24.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal

transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

25.

26.

27.

Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam
format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagai laporan keuangan pokok.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan

dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan

ilustrasi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan
kebijakan akuntansi.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
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28.

29.

30.

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai laporan
keuangan pokok.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam
lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan
ilustrasi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan
kebijakan akuntansi.

BLUD sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran dalam format sesuai dengan PSAP Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan BLUD sebagai laporan keuangan
pokok.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai

dengan PSAP Nomor 13 tentang Penvajian Laporan Keuangan BLUD

disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut

merupakan ilustrasi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan

penerapan kebijakan akuntansi.
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FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

SKPD ....coevvvinnene.
(Dalam Rupiah)
Uralan Anggaran | Realisasi | % | Realisad
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelofaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanfa Modal Jalan, Irligasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya
Belanja Modal Aset Lainya

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANIA
_SURPLUS/DEFISIT
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Laporan Realisasi Anggaran SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

PENDAPAT AN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Drana Bagi Hasil
Dana & okasi Umum
Dana & okasi Khusus - Fisik
Dana & okasi Khusus - Mon Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEMNDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah
Drana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PEMDAPATAM TRAMSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumhah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIM - LAIN PEMDAPAT AN DAERAH YAMG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANIA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bartuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

BELAMIA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal &set Tetap Lainnya
Belanja Modal &set Lainnya

Jumlah Belanja Modal
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BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Tardg 4

Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuargan antar Daersh Kabupaten/Kcza
Beianja Bantuan Keuargan Kabupaten/Kota ke Daerah Provins
Belanja Bantuan Keuargan Daerah Provinsi stau Kabupaten/Kota kepaca Desa

Jumlah Belanja Transfar

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Panggunaan SILPA
Pencairan Cana Cadangan
Hasll Penjualan Kekaysan Daersh yang Cipisahkan
Penerimaan Finjaman Daerah - Pamerintah Pusat
Panerimaan Finjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keuarg an Bank
Penerimaan Finjaman Daerah - Lembag a Keuang an Bukan Bank
Penerimaan Finjaman Dasrah - Masyarakat {Obligasi Dasrah)
Penerimasn Kermball Permberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Perrbliayaan Lainnys

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Panyertaan Modal Pemarintah Daerah
Pembaysran Pinjarman dari Permerintah Pusat
Pembayaran Pinjarman dari Permerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjarman dari Lembaga Keuangan Bark
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuargan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat {Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Pangeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

PENDAPATAN

PEMDAPATAM ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana &lokasi Lmum
Dana &lokasi Khusus - Fisik
Dana &lokasi Khusus - Mon Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEMNDAPATANM TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insertif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPAT AN

B ELAN JA

BELAMIA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bartuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

BELAMNIA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Ivigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal &set Lainnya

Jumlah Belanja Modal
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BELANIA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumiah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kotz
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Xota ke Caerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Ksbupaten/Kota kod Desa
Jumlsh Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Perggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadargan
Hasil Penjualan Kekayaan Doerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daarah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintsh Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembags Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Caerah)
Penerimaan Kermbali Pemberian Pinjaman Daerah
Penenmaan Permbiayaan Lainnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Permbentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Perrbayaran Finjaman dar Permerintah Pusat
Perrbayaran Finjaman dar Pemerintah Daerah Lain
Perrbayaran Finjaman dan Lembaga Keuangan Bank
Perrbayaran Finjaman dar Lembaga Keuangan Sukan Bank
Perrbayaran Finjaman dar Masyarakat (Obligasi Daerah)
Parrberian Finjaman Dasrah
Pergeluaran Pembiayaan Lalimmya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pambiayaan Anggaran
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. Anggaran Realisasi 0 Realisasi
No Uraian 20x1 20x1 % | 20x0
1 | PENDAPATAN:
2 | Pendapatan jasa layanan dari KK XXX XX XXX
masyarakat
3 | Pendapatan jasa layanan dari entitas XXX XXX XX XXX
akuntansi / entitas pelaporan
4 | Pendapatan hasil kerja sama XK XXX XX XXX
5 | Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
G | Pendapatan Usaha Lainnya XXX XXX XX XHX
7 | Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6) XK XXX XX XXX
8
9 | BELANJA:
10 | BELANJA OPERASI:
11 | Belanja Pegawai XK XXX XX XXX
12 | Belanja Barang XXX XXX XX XXX
13 | Belanja Bunga XXX XXX XX XXX
14 | Belanja Lain-lain XK XXX XX XXX
15 | Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14) XXX XXX XX XXX
16
17 | BELANJA MODAL.:
18 | Belanja Tanah XXX XXX XX XXX
19 | Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XX XXX
20 | Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX
21 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XX XXX
22 | Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX
23 | Belanja Aset Lainnya XXX XXX XX XXX
24 [ Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23) XXX XXX XX XXX
25 | Jumlah Belanja (15+24) XXX XXX XX XXX
26
27 | SURPLUS/DEFISIT (7-25) XXX XXX XX XXX
28 | PEMBIAYAAN:
29 | PENERIMAAN:
30 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DALAM NEGERI:
31 | Penerimaan Pinjaman XXX XXX XX XXX
32 | Penerimaan dari Divestasi XK KKK XX K
33 | Penerimaan Kembali Pinjaman XXX XXX XX Ky
34 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan XXX XXX XX KKX
dalam Negeri (31 s.d. 33)
35
36 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan
(34)
37
38 | PENGELUARAN:
39 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN
DALAM NEGERI:
40 | Pembayaran Pokok Pinjaman XK XXX XX KKK
41 | Pembayaran Penyertaan Modal XK XXX XX KKK
42 | Pemberian Pinjaman kepada pihak lain KUK XHX XX WHX
43 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan HAX XXX XX KKK
Dalam Negeri (40 s.d. 42)
44
45 | PEMBIAYAAN NETO (36-43) XXX XXX XX XXX
46 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN XXX XXX XX XXX
ANGGARAN (27+45)

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

31. SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah
selaku entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Saldo Anggaran
Lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah
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32.

33.

34.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini.

Lampiran tersebut merupakan ilustrasi. Tujuan lampiran ini adalah

mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BLUD selaku entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Saldo
Anggaran Lebih sesuai dengan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan BLUD.

Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut PSAP Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD disajikan dalam lampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi.
Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan

akuntansi.

Laporan Saldo Anggaran Lebih SKPKD/ Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
No URAIAN 20X1 20X0
1 | Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX
2 | Penggunaan SAL (xxx) (xxx)
3 Subtotal (1 - 2) XXX HXX
4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) KKK HHX
5 Subtotal (3 + 4) XXX KKK
6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX HXX
7 | Lain-lain XXX XXX
8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 3

LAPORAN OPERASIONAL DAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks
paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional suatu entitas dalam lingkup
pemerintah daerah.

3. Tujuan pelaporan perubahan ekuitas adalah menyajikan informasi
mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan
dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam
menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dan laporan
perubahan ekuitas dalam suatu periode pelaporan tertentu,

tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Manfaat Informasi Laporan Operasional

6. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.
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7. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo
awal ekuitas akuntansi dan/atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas
yang diakibatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksi dan ekuitas
akhir.

8. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit
atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional
menyediakan informasi:

a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah

daerah untuk menjalankan pelayanan;

b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi,
efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi;

c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

9. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga

penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:
Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban
timbul.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
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Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya,
perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada
di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih

lebih /kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu

periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset

dengan harga jual asset.

PERIODE PELAPORAN
11. Laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas disajikan
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

12. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas
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berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan

suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus

mengungkapkan informasi sebagai berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan
operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat

diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

13.

Manfaat laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas
berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.
Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat
dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk

menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

LAPORAN OPERASIONAL
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

14.

15.

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan
non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar
biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar secara komparatif Laporan operasional dijelaskan
lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan
selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan,
jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi
berikut:

a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) cakupan entitas pelaporan;

c) periode yang dicakup;

d) mata uang pelaporan; dan

e) satuan angka yang digunakan.
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16. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO
b) Beban
c) Surplus/Defisit dari Operasi
d) Kegiatan Non Operasional
e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f) Pos Luar Biasa

g) Surplus/Defisit-LO

17. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah

lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan laporan operasional secara wajar.

18. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada

lampiran kebijakan ini. [lustrasi merupakan contoh. Tujuan ilustrasi ini

adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk

membantu dalam klarifikasi artinya.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

SKPD....
(Dalam Rupiah)
Uralan 20x1 20%0 el %
Peanurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
|PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah
Jumiah Pandapatan Asll Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

|BEBAN
BESAN OPERASI
Beban Pegawal
Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Operasl

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusitan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jakan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya
Beban Penyusitan Aset Lainmya
Beban Amortisasi Aset 1ak Berwujud
Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
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Laporan Operasional SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

SKPKD....
(Dalam Rupiah)
Uraian %1 wxo | Kenaikan/ 5
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Dagrah
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipizahkan
Lain- lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT- DANA PERIMBEAN GAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokaszi Umurn
Dana Alokaszi Khusus - Fisik
Dana Alokaszi Khusus - Mon Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT- LAINN YA
Dana Insentif Daerah
Dana Ctonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAN G SAH
Pencdapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumilah Lain - lain Penda patan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEEAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEEAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban PenyusutanJalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Arnortisasi Aset Tak Berasujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN TRANSFER
Beban Bagl Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS|

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Sumlus Penjusian/Pertulkaran/Pelepssan Aset Noa Lancar
Surplus Penyel esalan Kewajiban langka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pel epasan Aset Non Lancar
Defisit Peryelesalan Xevwsajiban Jangka Panjang
Dafisit dari Kegiatan Non Operasiond Laimya

Jumlah Defist Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASION AL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Blasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban War Bizsa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

38




BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
Nama Akun Tahun 20X1 Tahun 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat XXX XXX
Pendapatan jasa layanan dari entitas XXX XXX
Pendapatan hasil kerja sama XXX XXX
Pendapatan hibah XXX XXX
Pendapatan Usaha lainnva XXX X
Pendapatan APBN/APBD XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX
BEBAN
Beban Pegawai XXX XXX
Beban Persediaan XXX XXX
Beban Barang dan Jasa WX WX
Beban Pemeliharaan XXX XXX
Beban Langganan Daya dan Jasa XXX XXX
Beban Perjalanan Dinas KXX XXX
Beban Penyusutan Aset XXX XXX
Beban Bunga XXX XX
JUMLAH BEBAN XXX XXX
Surplus / Defisit Operasional XXX XXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus /Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON XXX XXX
OPERASIOAL :
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset XXX XXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX XXX
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN XXX XXX
NON OPERASIOAL
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR XXX XXX
BIASA
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
Beban Luar Biasa XXX XXX
JUMLAH POS LUAR BIASA XXX XXX
SURPLUS / DEFISIT-LO XXX XXX
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Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 081 axp | Kenaikan/ %
Penurunan
KEQATAN OPERASIONAL
(PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain- lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Adli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Urnurm
Dana Alokazi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Mon Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINN YA
Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hazil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumilah Lain - lin Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEBAN OPERAS|
Beban Pegawai
Beban Barang dan lasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENTUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyus utan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan alan, Irigasi, dan laringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer
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BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumiah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DERSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Pepjualan/Pertukaan/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban langka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Mon Operasional

DERSIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pentukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban langka Panjang
Defsit dasi Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumiah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DERSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan luar Biasa
Jumiah Pendapetan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumiah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

19. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih
lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

20. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan
menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi
organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut
ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

21. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan
klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu

berdasarkan jenis.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

22. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

23. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara

pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
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24. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan
Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

25. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

26. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara
lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional lainnya.

27. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan
operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional

merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

28. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit
sebelum Pos Luar Biasa.

29.Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran;
b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan

¢) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
30. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan

pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

31. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang
antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non
operasional, dan kejadian luar biasa.

32. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA
33. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa

harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara
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34.

menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga
dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk
dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain

hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

35.

36.

37.

38.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok
yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
d) Ekuitas akhir

Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan,
jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi
berikut:

a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) cakupan entitas pelaporan;

c) periode yang dicakup;

d) mata uang pelaporan; dan

e) satuan angka yang digunakan.

Saldo Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih
lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional,
kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang
merupakan pindahkan dari Laporan Operasional.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah
berbagai koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau
perubahan kebijakan akuntansi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas dalam tahun berjalan , misalnya: koreksi kesalahan mendasar
dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
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FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas SKPD/SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

SKPD.../SKPKD...

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

39.

40.

41.

42.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
mata uang rupiah.
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama
dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam
mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar
rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat
dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada

tanggal transaksi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 04
NERACA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks

paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar
penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual untuk tingkat BLUD, SKPD, SKPKD, dan Pemerintah
Daerah, tidak termasuk BUMD.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
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Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan
SKPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima

pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
perundang-undangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan

di antara dua laporan keuangan tahunan.
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Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

KLASIFIKASI

S. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca.

6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap
pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan.

7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan
kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset
lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi
mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi
berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian
aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga

bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
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lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.

9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek;

c) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;

e) investasi jangka panjang;

f) aset tetap;

g) aset lain-lain

h) kewajiban jangka pendek;

i) kewajiban jangka panjang;

Jj) ekuitas.

10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca
Jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar
posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok
aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok

lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYAJIAN NERACA
12. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca
sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Badan Layanan;
13. Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanya

merupakan ilustrasi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan

penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan

laporan keuangan.
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FORMAT NERACA
Neraca BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Dalam Rupiah)

NO Uraian 20X1 20X0

1 ASET

2

3 ASET LANCAR

4 Kas di Bendahara Pengeluaran

S Kas pada BLU

6 Kas Lainnya Setara Kas

7 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum
3 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan

Layanan Umum
9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan
Layanan Umum

10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

11 Belanja dibayar dimuka

12 Uang Muka Belanja

13 Persediaan Badan Layanan Umum

14 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)

15

16 ASET TETAP

17 Tanah

18 Gedung dan Bangunan

19 Peralatan dan Mesin

20 Jaringan Listrik

20 Irigasi

21 Aset Tetap Lainnya

22 Konstruksi Dalam Pengerjaan

23 Akumulasi Penyusutan

24 Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)

25
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26

PIUTANG JANGKA PANJANG

27 Tagihan Penjualan Angsuran

28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

30 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s/d 29)
31

32 ASET LAINNYA

33 Kemitraan dengan Pihalk Ketiga

34 Dana Kelolaan

35 Aset vang dibatasi Pengunaannya

36 Aset Tak Berwujud

37 Aset Lain-lain

38 Alkumulasi amortisasi

39 Jumlah Aset Lainnya (33 s/d 38)

40

41 JUMLAH ASET (14+24+30+39)

42

43 | KEWAJIBAN

44

45 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

46 Utang Usaha

47 Utang Pihak Ketiga

48 Utang Pajak

49 Utang kepada KUN

20 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

o1 Belanja vang masih harus dibayar

52 Pendapatan Diterima Dimuka

353 Utang Jangka Pendek Lainnya

o4 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s/d 53)
55

56 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

57 Utang Jangka Panjang

28 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)
959 JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)

60

61 EKUITAS

62 Ekuitas

63 JUMLAH EKUITAS (62)

64

65 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63)
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Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

SKPD....
{Dalam Rupiah}
Uraian 20X1 20X0
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak*®
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penvisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Pernyusutan
Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gant Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Bervwajud
AsetLain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Peryusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnvya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAIIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Neraca SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

SKPKD....

Uralan

20X 1

(

Dalam Rupiah)
20X 0

ASET

ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANIJANG

ASET TET AP

Kas dan Setara Kas
Kas o Kas Daearah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penarfmaan
Kas Lalnnya
Satara Kas
Invastas) Janglka Pendeal
Plutang Pajalk
Plutang Retribus
PFlutang Hasil Pengelclaan Kekayaan Daerah yang Diplsahlkan
Flutang Laln-lain PAD yang Sah
Flutang Transfer Pemerintah Pusat
Flutang Transfer Antar Daarah
Plutarng Lalnrnys
Paryisiban Plutang
Baban Dibayar Dimulka
Parsediman
Aset Untulk Dikonsalidasilkan
Jumlah Aset Lancar

Investas! Non Parmanan
IMvestas! kepada BLIMMN
Irvestas] kepada BLMD
Investas! dalam Obligas!
Investasi dalam Proyelk Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasl Non Perman en

Investas! Permanan
Panyeartaan Modal Pamerintah Dasrak
lnvestasi - Pambaian Pinjaman Dasrah

Jumlah Investasi Parmanan

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Tanah

Paralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

lalan, Irigasl, dan Jarfngan
Asat Tatap Lainnya
Konstrulsi dalam Pengerfaan
Alumulas! Penyusutan

Jumlah Asat Taetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINMNYA

Tagihan Jangka Panjang
ragihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - [ain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Asel Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAIIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
utang Perhitungan Pihalk Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jlangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimula
Utang Belanja
Utang Jlangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewaljiban langka Pendek

KEWAIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang ke pada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIIBAN
EKUITAS
EKUITAS
surplus/D efisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIIBAM DAM EKUITAS
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Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Dalam Rupiah}

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTF
Kas Lainrya
Setara Kas

Investasi langka Pendek

Fiutang Pajak

Fiutang Retribusi

Fiutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

Fiutang Lain-lain PAD vang Sah
Fiutang Transfer Pemerintah Pusat
Fiutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Fersediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Imvestasi Mon Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BLUND
Investasi dalam Cbligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Cana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Inwestasi Permanen
Fenyertaan Modal Permerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tarah

Feralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

AszetTetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Peryusutan
Jumlah Aset Tetap
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DAMA CADANMNGARNM
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINMNYA
lagihan langka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Benwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAINIBAN IANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang langka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang langka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIBAN 1ANGKA PANIANG
Litang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05
LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks

paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur
penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan
dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan

pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3.

Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan
kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah
satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode
penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus
kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Fungsi Akuntansi pada

Entitas Pelaporan.

Manfaat Informasi Arus Kas

5.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas
masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
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dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk

likuiditas dan solvabilitas).

DEFINISI

8.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi dengan pengertian:

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama
satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan serta
investasi yang tidak termasuk setara kas

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang
dan piutang jangka panjang

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran

kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran, atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam

menyajikan laporan keuangan.
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Kas

10.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan

entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun
anggaran.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi
persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat
diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh
tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi,

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya
di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah

daerah.
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12.

Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas
adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui fungsi
akuntansi di SKPKD.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13.

14.

15.

16.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang
memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari
aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah
daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari
pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang
akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas
operasi.

Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan Format Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan

Akuntansi ini. Lampiran hanva merupakan ilustrasi untuk membantu

pemahaman.
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Format Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No Uraian 20X1 20X0
1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi XXX XXX
2 | Arus Masuk Kas XXX XXX
3 Pendapatan APBD XXX XXX
4 Pendapatan jasa layanan dari XXX XX

masyaralkat
5 | arontines | beiae pelaporan XXX XXX
6 Pendapatan hasil kerja sama XXX XXX
7 Pendapatan hibah XXX XXX
8 Pendapatan Usaha Lainya XXX XXX
9 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8) XXX XXX

10 | Arus Keluar Kas
11 Pembayaran Pegawai XXX XXX
12 Pembavaran Jasa dan Barang XXX XXX
13 Pembayvaran Pemeliharaan XXX XXX
14 Pembayaran langganan Daya dan Jasa XXX XXX
15| Pembayaran Perjalanan Dinas XXX XXX
16 | Pembayaran Bunga XXX XXX
17 Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 17) XXX XXX
18 ?slgias Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX
19 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi

20 | Arus Masuk Kas

21 Penjualan atas Tanah XXX XX

22 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX

23 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX

04 iﬂﬁlga:in atas Jalan, Irigasi dan XXX XXX

25 Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

26 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX

27 Penerimaan dari Divestasi XXX XXX

Penerimaan Penjualan Investasi dalam -

28 Bentuk Sek?uritajs XXX XXX

29 Jumlah Arus Masuk Kas (22 s/d 29) XXX XXX

30 | Arus Keluar Kas

31 Perolehan Tanah XXX XXX

32 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX

33 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX

34 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

35 | Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

36 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX

37 Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XX

38 gzgglﬂzlsa;aﬁ Il‘:i’f;]:slbehan Investasi dalam XXX XXX

39 Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 39) XXX XXX
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Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

40 | (30-40) XXX
41 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
42 | Arus Masuk Kas
43 Penerimaan Pinjaman XXX
44 pﬂl_:l’:ﬂeirsixrxlman Kembali Pinjaman kepada XXX
45 Jumlah Arus Masuk Kas (44 s/d 45) XXX
46 | Arus Keluar Kas
47 Pembayaran Pokok Pinjaman XXX
48 Pemberian Pinjaman kepada pihak lain XXX
49 Penyetoran ke Kas Negara XXX
50 Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50) XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
1 | Pendanaan (46-51) XXX
52 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
o3 | Arus Masuk Kas
54 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga )
(PFK) XX
Jumlah Arus Masuk Kas (55) XXX
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
(PFEK) XXX
o0 Jumlah Arus Keluar Kas (58) XXX
56 Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris (55-58) XXX
57 Kenaikan / Penurunan Kas BLU
(19+41+52+60) XXX
28 | Saldo Awal Kas Setara Kas BLU XXX
59 | Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU (61+62) XXX
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Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20%1

20%0

ABUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain - lain PAD vang sah
Penerimaan Dana Bag Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penerimaan Dana Insentif Dasrah
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Pererimaan Dana Keistimewaan
Penerimaan Dana Desa
Penerimaan Bag Hasil dari Provinsi
Penerimaan Bantuan Keuangan
Penerimaan Hibah
FPererimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainrya
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Permbayaran Pegawal
Permbayaran Barang dan lasa
Permbayaran Bunga
Permbayaran Subsidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial
Permbayaran Tak Terduga
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah KabupatenXota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Dasrah Provins
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Jumlah Arus Keluar Kas
ArusKas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peral atan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas lalan, Irigasi, dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan Aset Lainrya
Hasil Penjualan Kekayaan Lainyang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permansan

Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

ARUS KAS DAR| AKTIFITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat {Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah

ARUS KAS DAR| AKTIFITAS TRANSITORIS

Jumlah Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga {PFK)

ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

Jumlah Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Aktivitas Operasi

17.

18.

Arus kas Dbersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam
menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi BLUD terutamt diperoleh dari
antara lain:

a) Penerimaan Perpajakan;

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c) Penerimaan Hibah;
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d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi
Lainnya;
e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
f) Penerimaan Transfer.

19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah terutama
diperoleh dari antara lain
a) Pendapatan Asli Daerah;
b) Penerimaan Transfer
c) Penerimaan Hibah;
d) Lain-lain Pendapatan yang Sah; dan
e) Penerimaan Lain-lain/Pendapatan Luar Biasa.

20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain :
a) Belanja Pegawai;

b) Belanja Barang;

c) Bunga;
d) Subsidi;
e) Hibah;

f) Bantuan Sosial
g) Belanja Lain-lain/Luar Biasa; dan
h) Transfer Keluar.

21. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya
sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka
perolehan dan penjualan surat berharga tersebut
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan
suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah
sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai
aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi
23. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan aset

tetap serta investasi lainnya tidak termasuk setara kas.
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24.

25.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
a) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya;

c) Pencairan Dana Cadangan;

d) Penerimaan Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
e) Penjualan Investasi Non Pemanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
a) Perolehan Aset Tetap;

b) Perolehan Aset Tetap Lainnya;

c) Perolehan Aset Lainnya,;

d) Pembentukan Dana Cadangan;

e) Penyertaan Modal Pemerintah;

f) Pembelian Investasi Non Permanen.

Aktivitas Pendanaan

26.

27.

28.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka
panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a) Penerimaan Kembali Pinjaman;

b) Penerimaan Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain

a) Pembayaran Pokok Utang;

b) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan

Aktivitas Transitoris

29.

30.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban,
dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara
lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan
kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta
kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana
yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara

tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
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31.

32.

Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum
negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian

uang persediaan kepada bendahara pengeluaran

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,
PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

33.

34.

35.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,

investasi, pendanaan dan transitoris.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi

dengan cara metode langsung. Metode langsung ini

mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan

pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari

aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan
arus kas di masa yang akan datang;

b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto

dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

36.

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan

atas dasar arus kas bersih dalam hal:

a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan
penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih
mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas
pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil
kerjasama operasional.

b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi
yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan

Jjangka waktunya singkat.
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ARUS KAS MATA UANG ASING

37.

38.

39.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan
menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
negeri harus dijabarkan ke dalam mata wuang rupiah
berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat

perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

40.

41.

42.

43.

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait
dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam
aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus
kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas
yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam

periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

44.

45.

46.

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat
dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan
metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan
kemitraan dicatat sebesar nilai perolehannya.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka
panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus

kas aktivitas investasi
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PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT
OPERASI LAINNYA

47.

48.

49.

50.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan

daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas

investasi.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan

pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama

satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan
dengan kas dan setara kas;

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui
oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang
diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi

lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk

membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari

aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak

dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan

daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan

perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui

sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

S1.

52.

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut
tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi
bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah

perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
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KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS
53. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas
dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos

terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

S54. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara
kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal
ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

S55. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas

suatu entitas pelaporan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks
paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan
pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan .

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan
untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna
adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan
keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan
yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun dan menyajikan Catatan atas
Laporan Keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah
Kabupaten Bulungan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD
dan SKPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan, tidak
termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

DEFINISI
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan.
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Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah

saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah
saji terjadi.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
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anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

UMUM

6.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan.
Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi
yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya.
Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat
Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep
akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan
sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah
seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan
pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi
penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara

11.

sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang
dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula
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12.

13.

14.

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti

kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang

penjelasan  pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai, antara lain:

a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target
peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama
tahun pelaporan;

c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih
untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;

d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos pendapatan-LRA,
belanja, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;

e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang

pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan
akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan
akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan

atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,

daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan
secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas

pelaporan.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi

Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut

Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu
pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan
entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan
Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi
keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal
tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di
atas, entitas akuntansi/pelaporan menyajikan informasi mengenai
perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode
berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan
dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan
realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah
perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan
anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam
peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau
penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam
kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran,
kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro
yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya.
Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional
Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak
dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang
penting selama periode berjalan dibandingkan dengan, hambatan dan
kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta
masalah lainnya yang dianggap perlu.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,
entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-
perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan

anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam
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21.

22.

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas
akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat
mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit
pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan
dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan
informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui,
misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam

anggaran periode mendatang.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun

Pelaporan

23.

24.

25.

26.

Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan

Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan

pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi

keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara

obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan

pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan

efektivitas  suatu  program. Efisiensi dapat diukur dengan

membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan

efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target

yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan

tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan

indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan :

a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;

b) Menyajikan data historis yang relevan;

c) Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan
rencana yang telah ditetapkan;

d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh

manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan
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27.

28.

29.

30.

keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan
perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.
Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas
pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang
semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja
program.
Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan
pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai
dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari
satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas
termasuk, antara lain:
a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan
hanya menggunakan satu indikator saja;
b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa
kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali
menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi
penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu
pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran
mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi
pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja
keuangan yang dilaporkan.
Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi
mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas,
dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai

pengaruh penting.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi Keuangan

31.

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas
akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian

laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.
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Asumsi Dasar Akuntansi

32.

33.

34.

35.

36.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari
penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan
secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti
asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran
tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan,
yang terdiri dari:

a) Asumsi kemandirian entitas;

b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung
jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan
sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber
daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas,
serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas
pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

37.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan
keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang
digunakan dan metode penerapannya yang secara material

mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
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38.

39.

40.

perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal berikut :
a) Entitas pelaporan
b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan
d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi
diterapkan
e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan
Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran
yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
menggunakan basis pengukuran tersebut.
Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat
pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk
memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak
terbatas hal-hal sebagai berikut :
a) pengakuan pendapatan-LRA;
b) pengakuan pendapatan-LO
c) pengakuan belanja;
d) pengakuan beban
c) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
d) investasi;
e) pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/
tidak berwujud;
f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
g) penyusutan;
h) persediaan;

i) penjabaran mata uang asing.
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41.

42.

43.

44.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan
kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk
pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari
iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi
terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai
pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya
tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi
yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan
akuntansi yang sudah ada.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh
material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika
berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan

datang.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi

yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

45.

46.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain
yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan,
seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain.
Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan
dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai
dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi.
Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca

laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa
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yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas

akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

47. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
pembaca laporan.

48. Suatu entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan
keuangan, yaitu:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat
entitas tersebut berada;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
operasionalnya.

49. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

a) Penggantian manajemen entitas akuntansi/pemerintah daerah
selama tahun berjalan;

b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru;

c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
dan

d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

50. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai
pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN
S1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
Peraturan daerah tentang APBD;
b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

c) Kebijakan akuntansi yang penting:
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ii.

iii.

iv.

Entitas akuntansi/pelaporan;

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan;

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

i

il.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar

muka Laporan Keuangan.

e) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran

umum daerah.

52. Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir

dalam kebijakan akuntansi ini. Format tersebut hanya merupakan

ilustrasi

untuk memudahkan memberikan gambaran dalam

penyusunan catatan atas laporan keuangan.
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FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

SKPD .....
PENDAHULUAN
BAB | [Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il [Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapailan target yang telah ditetapkan
BAB Il [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan darl masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V_|Penutup
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Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

BAB |

BAB Il

BAB Il

Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
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Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
21 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB Ill |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV |Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

pemerintah daerah

BAB V |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

BAB VIl | Penutup
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 7

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks
paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tuyjuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas
harus menerapkan Kebijakan Akuntansi ini untuk melaporkan
pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan
estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan
semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang

berada di bawah pemerintah pusat/daerah.

DEFINISI
4. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi
dengan pengertian:

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.
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Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi

tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi

yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,
pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan
lain.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar

muka laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

S. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,
kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan
interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan
lagi.

7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi
yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan
dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo
ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode
berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan.

8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis :

a) kesalahan yang tidak berulang;

b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
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10.

11.
12.

13.

14.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya.
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu
yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan. baik pada akun pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja,
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun
lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan
aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan
pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan,
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun

pendapatan lain-lain-LRA.
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15.

16.

17.

18.

c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan
aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi
dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi
saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan
pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan,
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun
terkait dalam pos aset tetap.

b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi
dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan
mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam
hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-
LO.
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19.

20.

21.

22.

23.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi
akun beban lain lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan
daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat,
dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan
daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun
Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
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24.

25.

26.

27.

28.

dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu
dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah
saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu
pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok
pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan

kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun
kewajiban terkait.

b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan
mengurangi saldo kas.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah

ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16, dan
20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau
belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi
kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18, dan 22
tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut
diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca
terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana
disebutkan pada paragraf 31 adalah pengeluaran untuk pembelian
peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan,
irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca
dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah
akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu
dilakukan koreksi.

Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada
paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada
saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun
pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang
lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas
tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

36.

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan
keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk
mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan
arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus

diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
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37.

38.

39.

40.

41.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan
kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian
laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai
berikut:

a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sebelumnya; dan

b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu
perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

42.

43.

44.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan
pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode
selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan
estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun
perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat
aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan

datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak

mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

45.

46.

47.

48.

49.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan
oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau
kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan --

misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang

dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian,
pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal
penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak
pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada
penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu
segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan
demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan
Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-
olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi
jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah
legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand
(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian
kebutuhan lain.

b) Fungsi tersebut tetap ada.

c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain.

d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat

biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks

paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bulungan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan
laporan keuangan konsolidasian dalam rangka menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan
laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang
dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian
besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD)
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ruang Lingkup

2.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pemerintah daerah
sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi
menurut kebijakan akuntansi ini agar mencerminkan satu
kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah
sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua
entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan SKPKD, dan laporan
keuangan badan layanan umum daerah

Kebijakan ini tidak mengatur:

a) laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;

b) akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;

c) akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan
d) laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.
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DEFINISI

5.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan
produktivitas.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya,
dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan
sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan

yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas

tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf

6, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali laporan keuangan

konsolidasian arus kas vang hanvya disajikan oleh entitas vang

mempunvai fungsi perbendaharaan umum.
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10.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan
entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode
sebelumnya.

Pemerintah daerah menvampaikan laporan keuangan konsolidasian

dari semua entitas akuntansi dibawahnyva kepada DPRD sebagai

lembaga legislatif.

Dalam kebijakan akuntansi ini proses konsolidasi diikuti dengan

eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

ENTITAS PELAPORAN

11.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-

undangan, yang umumnya bercirikan :

a) entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan
kekayaan dari anggaran

b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,

c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang
diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
dan

d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang

menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

12.

13.

14.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan
keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola  barang adalah  entitas akuntansi yang  wajib
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan
keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang
kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan
keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai
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pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah

dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

15. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum,
memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat
yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak
berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang
dipisahkan.

16. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah BLUD
adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara

organisatoris membawahinya.

17. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang
dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

18. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang
secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan
keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama
dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang

membawahinya.

PROSEDUR KONSOLIDASI

19. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini
dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan
akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan
entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun timbal balik di laporan keuangan.

20. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris
berada di bawahnya.

PENGUNGKAPAN

21. Dalam CALK perlu diungkapkan nama-nama entitas yang

dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-

masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

98



22.Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik
sebagaimana disebut pada paragraf 19, maka perlu diungkapkan nama-
nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan

pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 197003101993031008
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